AN J

BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI -
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAIRI TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DAIRI,

(8¢

» Menimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
‘ Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014,

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-undang
Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2689) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembarén Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia i Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahen 2004 Nomor 5, Tambahan

. ‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomﬂbr 4355);
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lerhbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

10.

11.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Replublik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebaga|mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lemkbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nohor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone51a Nomor 5155); .

Peraturan Pemenntah Nomor S8 Tahuh 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Nega'ra Republik Indonesia Nomor
4578);
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 );

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Waijib dan Pilihan yang Men;adi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dairi ( Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1255 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2014 tentang

' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun

Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014
Nomor 1);

* MEMUTUSKAN : \

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN
ANGGARAN 2014.

pPasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

~J

Daerah adalah Kabupaten Dairi.

Bupati adalah Bupatl Dairi.

pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Pervx)akilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

. Ppendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih.

)
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12.

13.

14,

15.

Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih.

. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10.

11,

Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Anggaran yang selanjutnya dlsebut SILPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu pﬁnode anggaran.
Pinjaman Daeraheadalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumiah

uang atau menerima manfaat ygng bernilai uang dari pihak lain sehmgga daerah dibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau
hak Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atan akibat
lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang -undangan atau akibat

lainnya yang sah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebégai berikut :

a.

b.

Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 24.331.000.000,00

2. Dana Perimbangan Rp. 601.598.876.000,00

3. Lain-lain Pendapatan Daefah yang Sah Rp. 93.703.691.922,00
Jlumlah Pendapatan Rp. 719.633.567.922,00

Belanja

1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai | Rp. 450.705.127.110,00
b) Belanja Bunga Rp.  800.000.000,00
¢) Belanja Subsid Rp. 0,00
d) Belanja Hibah ‘ Rp.  2.445.000.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial Rp.  1.333.750.000,00

f) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota aan Pemerintahan Desa Rp. 0,00
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g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota, Pemermtahan Desa dan

Partai Politik Rp. 20.604.769.000,00
h) Belanja Tidak Terduga | Rp. 4.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 479.888.646.110,00

2. Belanja Langsung

3

a) Belanja Pegawai Rp. 17.250.312.400,00

b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 126.740.994.547,00

¢) Belanja Modal Rp. 129.623.676.880,00
Jumlah Belanja Langsung Rp. 273.614.983.827,00
Jumliah Belanja ‘ Rp. 753.503.629.937,00
Surplus/(Defisit) Rp.( 33.870.062.015,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 40.170.062.015,00
2. Penge\uaran'Pembiayaan Rp. 6.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 33.870.062.015,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam lampiran 11
Peraturan Bupati ini.

pPasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian Yyang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturag, Bupati ini dituangkan lebih
lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Defangkat Daerah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.



\#,

‘y

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 JanUari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal ']ZJanuari 214

BUPATI DAIRI,

KRA.J

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal ',7 Januari 2014

SEKRETARIS D KABUPATEN DAIRI,

\

JULIUS‘GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR R

NY SITOHANG ADINEGORO



